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ABSTRAK:

— bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan wujud integritas pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;

— bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian
Perdagangan;

— bahwa Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

— Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

— Aparatur Kementerian Perdagangan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimasud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak yang diperbantukan, dipekerjakan,
atau ditugaskan pada Kementerian Perdagangan.

— Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi uang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.

— Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah pemberian yang diterima oleh Aparatur
Kementerian Perdagangan vyang berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Aparatur Kementerian Pedagangan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya atau penugasan.

Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seseorang Aparatur Kementerian

Pedagangan yang mendapatkan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan peraturan

perundang-undangan atas keputusan atau persetujuan yang akan diberikan.

Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam

hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan

memenuhi kewajaran atau kepatutan.

Formulir Gratifikasi adalah lembar isisan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan

Gratifikasi.Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang dibuat oleh Aparatur Kementerian

Perdagangan selaku penerima Gratifikasi yang berisi informasi penerimaan Gratifikasi

dan tertuang dalam Formulir Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Penanganan Laporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara

sistematis dimulai dari pencatatan, analisis, klarifikasi, dan verifikasi laporan, usulan

penetapan status kepemilikan Gratifikasi, serta penyerahan surat penetapannya

kepada pelapor.

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a. meningkatkan kepatuhan Aparatur Kementerian Perdagangan terhadap ketentuan
Gratifikasi;

b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di
Kementerian Perdagangan;

c. membangun integritas Aparatur Kementerian Perdgangan yang besih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pblik atas penyelenggaraan layanan di
Kementerian Perdagangan.

Gratifikasi meliputi:

a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi yang diterima oleh pegawai

yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya. Gratifikasi wajib dilaporkan meliputi:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang
sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas luar penerimaan yang sah/resmi dari
Kementerian Perdagangan;
dalam proses penerimaan/promosi/mutase pegawai;

f. dalam proses konikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain

terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenngannya;

sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan
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barang dan jasa;

merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan
dinas;

merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai
dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan
pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan
kewajiban/tugas pejabat/pegawai.

— Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

a.

pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan;

keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;

manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis
nerdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;

perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan
kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan,atau kegiatan sejenis,
yang Berlaku Umum;

hadiah tidak dalam bentu uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai
alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi,
sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum;

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi
yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang
Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atau profesi diluar kegiatan kedinasan yang terkait dengan
tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak
melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;

kompensasi yang diterima terkait dengan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar
biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan,
pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian;

. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima

Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima



Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran
atau kepatutan;

pemeberian sesame rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pension, mutase
jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang taua alat tukar lainnya
paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per
orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan;

pemberian sesame rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan

pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan
kedinasan dan kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak
diberikan untuk individu Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara.

— Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M-DAG/PER/7/2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1200
Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

— Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2021.



